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Sumberdaya hutan memiliki peranan yang strategis dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi
pertumbuhan ekonomi nasional dan kesegjahteraan masyarakat. Dalam mengatasi kerusakan hutan dan
berbagai konflik yang terjadi sgjak tahun 1990 sampai dengan Tahun 2004 berbagai peraturan perundang-
undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan sumber daya hutan yang menjadikan
hutan berfungsi secara ekologis, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya
adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 1 31/K pts-11/2001 yang menetapkan bahwa pengel olaan hutan
dilakukan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berbasi s kepada pemberdayaan masyarakat.
Dari kebijakan HKm ini berkembang wacana kebijakan Socia Forestry yang dicanangkan oleh Presiden
Megawati Soekarnopoetri pada bulan Juli 2003 di Kelurahan Petuk Bukit. Kebijakan Social Forestry
dimaksudkan untuk mengelola sumberdaya hutan pada Areal Kerja Social Forestry (AKSF)

dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan mitra datam pengel olaan hutan.

<br><br>

Pengelolaan AK SF seluas 3.450 hektar di Kelurahan Petuk Bukit sebagai wilayah pengembangan Social
Forestry pertama di Indonesia dirumuskan dalam Rancangan Teknis Socia Forestry (RTSF) oleh
masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku dan mitra didampingi oleh fasilitator untuk mewujudkan sistim
usaha kehutanan yang berdaya saing dengan prinsip-prinsip, rambu-rambu dengan strategi kelola kawasan,
kelola kel embagaan dan kelola usaha.

<br><br>

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanaimplementasi kebijakan Sociai Forestry dilaksanakan
di Keturahan Petuk Bukit yang dilihat dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam

pel aksanaan penetitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan keadaan
riil di lapangan berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpuian data
studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (indepth interview) kepadainforman. Pemilihan
informan menggunakan teknik purposive sampling dengan cara snowball. Informan yang ditetapkan dalam
penelitian ini melibatkan aparat dari dinas/ instansi terkait, fasilitator, LSM dan KUP.

&#65279;<br><br>

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan persiapan Program Social Forestry di Kelurahan Petuk Bukit tetah
dilakukan sgjak tahun 2002 yang diinisiasi oleh Y ayasan Padi didukung oleh pemerinlah daerah dan
pemerintah pusat. Penentuan lokasi AK SF tersebut ternyata tidak didahului dengan menyusun rencana
teknik inventarisasi dan penatagunaan lahan (zonasi) terlebih dahulu, yang kemudian baru diusulkan oleh
masyarakat setempat. Sedangkan untuk mengatasi dampak dari penentuan lokasi AK SF tersebut yaitu
adanya ketidakjelasan Program Social Forestry di lapangan, Pokja Social Forestry telah mengadakan
pendekatan dengan berbagai pihak, yaitu Yayasan Padi, masyarakat dan aparat pemerintah setempat.
<br><br>
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Untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangkaimplementasi kebijakan Social Forestry di lapangan,
telah diselenggarakan pelatihan fasilitator di Kelurahan Petuk Bukit. Pelatihan yang dilaksanakan dalam
suasana kampung dimaksudkan agar peserta pelatihan tersebut dapat bersentuhan langsung dengan
kehidupan nyata masyarakat sekitar hutan serta diharapkan dapat terbangunnya komunikasi yang baik antara
birokrasi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan.

<br><br>

Dari kelola kawasan hasil transect AKSF, jenis usaha yang cocok adalah Hutan Rakyat, Kebun Rakyat,
Agroforestry, Silvofishery, dan Siivopasture. Sementara dalam pelaksanaan RTSF yang tertuang dalam
Rencana Kerja Kelompok (RKK). diprioritaskan pada kegiatan kelola kel embagaan meliputi kegiatan
pendampingan, studi banding, pendidikan dan latihan, serta kel ola usaha dengan melakukan pembukaan
lahan. Di dalam kelola kelembagaan, pembentukan KUP di Kelurahan Petuk Bukit berdasarkan kesepakatan
bersama masyarakat sekitar hutan. Sementara kegiatan pendampingan kepada KUP dilakukan pada
penanaman Aloe Vera, pendidikan dan latihan, dan studi banding ke luar daerah. Sedangkan kelola usaha
dalam bentuk pembukaan |ahan berupa pembangunan areal percontohan (demplot) seluas 60 ha di
Kelurahan Petuk Bukit, ternyata belum dapat terealisasi. Kegiatan lain yang ada di kawasan AKSF
Kelurahan Petuk Bukit adalah pembangunan demplot seluas 10 ha yang merupakan budidaya tanaman nilam
dan karet yang masih dalam tahap pembersihan lahan.

<br><br>

Dari hasil analisis pada tahap perencanaan dan tahap pel aksanaan kegiatan, implementasi kebijakan Social
Forestry di Keiurahan Petuk Bukit mendekati Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Hom-
Sementara beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Social Forestryntersebut antara
lain belum adanya kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah sebagal pedoman dalam
penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, kurangnya koordinas antara dinas/ instans terkait,
sikap dan perilaku masyarakat yang belum menunjukkan perubahan ke arah kemandirian, kurangnya
konsistensi dari petugas lapangan dalam menindaklanjuti hasit kegiatan yang sudah direncanakan atau
dijalankan sebelumnya.Beberapa saran yang dikemukakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara
lain perlu keterbukaan antara aparat pemerintah di 1apangan dengan warga masyarakat, adanya konsistensi
langkah dan tindakan yang diambil oieh aparat di lapangan, perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan
terus-menerus kepada anggota KUP maupun masyarakat lainnya yang ada di sekitar AKSF dengan
menggunakan metode penyampaian pesan yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih
rendah serta memberikan motivas kepada anggota Pokja untuk mengal okasikan dana pel aksanaan kegiatan
Social Forestry di Petuk Bukit.



